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Menimbang: a.
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d.

Mengingat : 1.

BUPATI ACEH UTARA,

bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di
bidang pertanahan khususnya optimalisasi pendapatan
daerah dari sektor Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan
Perdesaan dengan cara memberi zona nilai tanah terhadap
penggunaan tanah dalam satu wilayah administrasi
Gampong dengan cara mengelompokkan dan bersifat
imajiner atau nyata sesuai harga pasar dengan tetap
mempertimbangkan sosial ekonomi masyarakat;
bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 16 ayat (l)
Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2O15 tentang Jenis
Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang
Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Petanahan Nasional dan ketentuan Pasal 12 eanun
Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak
Kabupaten dan Retribusi Kabupaten yang merupakan
pelaksanaan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 44 Undang
Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangaa
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum di bidang
pertanahan sebagai sumber pendapatan asli daerah dalam
penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf b
zona nilai tanah dapat memberikan informasi lengkap,
terbaru dan mudah di akses oleh masyarakat serta dapat
dijadikan referensi dalam pengadaan tanah untuk
kepentingan umum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Zona Nilai Tanah
Kabupaten Aceh Utara;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Drlern
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan
trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor lO92);
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok_pokok
Agraria (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

3. Undang-Undarg Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tatrun ZdOS
Nomor 47, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (lrmbaran Negara Republik IndonJsia Tahun2011 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20I l Nomor 5214);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201g tentang penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran fVegara
Republik Indonesia Nomor 6245);

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2A22 ,.rntang Hubungan
Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22
Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12g Tahun 2015 tentang Jenis
dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan palaf yang
Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata nuaniTeaaai
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara
RepubliK Indonesia Nomor 5804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor
Kecamatan (lembaran Negara
2018 Nomor 73, Tambahan
Indonesia Nomor 6208);

17 Tahun 2018 tentang
Republik Indonesia Tahun

Lembaran Negara Republik

lO. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentangKetentuan Umum pajak Daerah dan Retribusi Daerai
!.elbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor g5,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi
6881);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis
dan Tarif Atas Jenis penerimaan Negara Bukan pajai yang
Berlaku pada Semua Instansi pengeLla penerimaai Nega.i
Pgf"" P4jak (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun
2023 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6892);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2Og lpMK.OZ l2}lgtentang Pedoman penilaian pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Ind6nesia
Tahun 2018 Nomor 1853);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG

TANAH KABUPATEN ACEH UTARA

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Z7 Tahun 2O2O
tentang pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No-mor 17gi);

14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor I Tahun 2024 tentarrg
Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (l,embaran Daerai
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O24 Nomor 1, Tambahan
tembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);

ZONA NILAI

KETEN?II?iI UMUM

Pasal 1

palm Pelaluran Bupati ini yang dimaksud dengan:l. Tana N,ilai Tanah yang selanjutnya di singkat ZNT adalah zona
geografis atau poligon yang terdiri atas satu atau lebih objek
pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata_rata ying
sama dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemitt<an oUiefpqjak dalam satuan wilayah administrasi g*porrg t ;p"
terikat pada batas blok.

2. Peta Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat peta ZNT
adalah Peta yang menggambarkan srJtu zona geogralis yang
terdiri atas sekelompok objek p4jak yang mempunyai satiNilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi ot.t, bataspenguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah
administrasi.

3. Tnna adalah permukaan bumi yang di batasi atau ditandai
oleh garis untuk membagikan bagian-bagian kawasan atauwilayah yang dibedakan dari bagiarl- sekitarnya ata;
berdampingan dibuat dan diperuntukan untuk tuj uan
tertentu.

4. Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak yang memiliki
satuan, harga dan tinggi rendahnya suatu benda dipengaruhi
oleh kondisi, tempat dan tujuan penggunaannya.

5. Nilai tanah adalah nilai pasar (market uduel yaitu harga jual
beli tanah yang teq'adi pada suatu waldu tertentu atau yang
diestimasi oleh seseorang penilai (assessed uahue).

6. Tanah adalah permuk€ran tumi baik berupa daratan maupun
yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tuLuhbumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan
pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung
dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.

7. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada
dibawahnya.

8. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Oaerafrl
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10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidangperpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangl
undangan.

11. Geusyiek adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki
kewenangan untuk menyelenggarakair fiisan -ru;ah 

tangga
sendiri.

12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam ataudilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah
permukaan bumi.

13. Hak Atas Tanah adalah la1{ yang diperoleh dari hubungan
hukum antara pemegang frak dengan 

-tanah, 
t"r*"",rf. *i.,!di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuf

menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta
memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/at"" ,"arrg ai
bawah tanah.

14. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hai
atas tanah dan /atau bangunan.

15. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan yang
selanjutnya disingkat pBB-p2 adatah pajak atas Ur-ldan/atau bangunan yang dimiliki, ailuasai, dan/atau
dimanflaatkan oleh orang pribadi atau badan.

16. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah Kabupaten Aceh
Utara yang dipimpin oleh camat.

17. Camat adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah keg'a Kecamatan y"rrg -1"t"_
pelaksanaan tugasn-ya memperoleh pelimpahan 

-Leurenangan

Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian ".,.il"otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

18. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat al<ta otentik_ dan kewenangan tainnya sebagaim6l2
dimaksud dalam Undang Undang lomo. 3b Tahu; 2OO4
tentang Jabatan Notaris.

19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOp adalah
harga. rata-rata yang diperoleh dari 

- 
transalisi juaf UeU Vangteq'adi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat t .rrLt"'ijuai beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan irarga dengan

objek Lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, aLu njOp
pengganti.

20. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenai Pajak.

2 l. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayaran pajak dg1 pemungut pajak yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai alnga.i keientuan peraturan
perundang-undangan.

22. Peta adalah gambaran dari unsur_unsur alam dan ataubuatan manusia, yang berada di atas maupun di bawahpermukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar
dengan skala tertentu.
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23. Pajak Kabupaten yalg selanjutnya sebut pajak adalahkontribusi wajib kepada Xabupaten yang terutang oleh orangatau badan yang bersifat memaksa bierdasarkln ,;;;:
U. ndang, dengan tidak mendapatkan imbalan t.rrg*r.rg a"'.,digunakan untuk keperluan daerah bagi sebed_beslrnya
kemakrnuran rakyat.

MAKSUD, TUJUANBffi# RUANG LINGKUP

""ffff:sn:l."
Pasa1 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagiPerangkat Daerah yang menyelengEarakan urusanpemerintahan di bidang pengelolaan keuanlan daerah, Camatselaku Pejabat pembuat Akta Tanah Simentara (ppATS),Notaris/Pejabat pembuat Akta Tanah (ppAT), ' K""t;;Pertanahan dan Geusyiek dalam pemanfaatan/penggunaan
Peta ZNT sebagai daear penentuan pengenaan BpHTB.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastianhr-rkum bagr peranS\3! Daerah yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan di bidang pu.rgilol"-"., teuLga.r-aae.afr,
C_amat sel,aku pejabat pembuat Akta Tanah -sementara

{IPATS),_Notaris/ pejabat pembuat Akta Tanah (ppATS},Kantor Pertanahan dan Geusyiek untuk memanfaatkanf
menggunakan Peta ZNT dalam penentuan BpHTB.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:a. Wilayah perencanaanr deliniasi peta ZfVf;b. Klasifikasi ZNT;
c. Pemanfaatan dan penggunaan peta ZNT:d. Keberatan; dan
e. Penambahan dan pembaharuan ZNT

BAB III
WILAYAH PERENCANAAN DELINIASI PETA ZNT

Pasal 4
(1) wilayah perencanaan deliniasi peta ZNT meliputi Kecamatan

dalam Kabupaten Aceh Utara.
(2) Wilayah Perencanaan deliniasi

dimaksud pada ayat (l) ditetapkan
meliputi:
a. Kecamatan Muara Batu;
b. Kecamatan Dewantara;
c. Kecamatan Nisam;
d. Kecamatan Syamtalira Bayu;
e. Kecamatan Samudera;
f. Kecamatan Syamtalira Aron;

Peta ZNT sebagaimana
10 (sepuluh) Kecamatan
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g. Kecamatan Tanah Luas;
h. Kecamatan Lhoksukon;
i. Kecamatan Baktya Barat; danj. Kecamatan Tanah Jambo Aye.

(3) Penetapan wilayah deliniasi peta ZNT sebagaimana dimaksud
gada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari peraturan Bupati in1.

Pasal 5

!yas. wilvah yang ditetapkan dalam peta ZNT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) setelah di-kurangi
kawasan hutan.

BAB IV
KLASIFIKASI ZNT

Pasal 6
(1) Peta ZNT di Klasifikasikan dalam g (detapan) simbol warna

berdasarkan jenis zo-na dan/atau pemanfaatan tanah sebagai
garis batas antar ZNT.

(2) Penentuan simbol wama pada setiap jenis zona dan/atau
penggunaan tanah sebggaimana dimaksud pada ayat (l) untuk
menentukan nilai tanah.

(3) Simbol wama setiap jenis zona dan/atau penggunaan tanah
sebagai penentu nilai tanah sebagaimana dimaGud pada ayat
(2) terdiri dari warna:
a. merah tua;
b. merah;
c. orange;
d. kuning;
e. kuning kehijauan;
f. hijau muda;
g. hijau; dan
h. hijau tua;

(4) Penentuan nilai tanah berdasarkan warna sebagni66la
dimaksud pada ayat (3) dapat berbeda beda nilainyi ;"d;setiap kecamatan yang ditetapkan ZNT.

Pasal 7

Simbol warna merah tua sebagaimana dima,ksud dalam pasal 6ayat (3) huruf a dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung
terhadap nilai dan/atau penggunaan tanah antara lain:a. kawasan industri dan pergudangan;
b. jasa, perdagangan dan perkantoian; dan
c. aksesibilitas pendukung lainnya antara lain:

l jalan nasional;
2. jalan provinsi;
3. jalan kabupaten; dan
4. kepadatan penduduk
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Pasal 8

Simbol warna merah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat(!l tru-rufU dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung terhajapnilai dan/atau penggunazrn tanah anta.ra lain:
a. jasa, perdagangan dan perkantoran; danb. aksesibilitas pendukung lainnya antara lain :l. jalan provinsi;

2. jalan Kabupaten;dan
3. kepadatan penduduk.

Pasal 9

S-imbol warna orenge scbagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat(3) hurufc dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung terhaiapnilai dan/atau penggunaan tanah antara lain:a. perdagangan dan perkantoran; dan
b. aksesibilitas pendukung lainnya antara lain :l. jalan provinsi;

2. jalall Kabupaten; dan
3. kepadatan penduduk

Pasal lO

:l3ht warna kuning sebngaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat(ll 
fu_ruf a dipengaruhi oleh behe161p6 falrtor penduk""! i"rt "t"pnilai dan/atau penggunaan tanafr antara tain:a. perdagangan; dan

b. aksesibilitas pendukung lainnya antara lain:l. jalan Kabupaten; dan
2. kepadatan penduduk.

Pasal l1
Simbol _warna kuning kehijauan sebagaimana dimal<sud dalamPas{ 6 ayat (3) huruf e dipengaruhi oleh beberap" f"f.to.pendukung terhadap nilai dan/atau penggunaan tanah antaralain:
a. perdagangan skala menengah; danb. aksesibilitas pendukung lainnya antara lain:

1. jalan Kabupaten; dan
2. kepadatan penduduk.

Pasal 12

Simbo_l warna hijau muda sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
1yat.(3) huruf f dipengaruhi oleh faktor pendukung terhadap nilaidan/atau penggunaan tanah antara lain:
a. pertanian skala kecil dan;
b. aksesibilitas pendukung lainnya antara lain:

1 . jalan usala tani atau jalan inspeksi
2- jaringan irigasi teknis dan non teknis
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Simbol warna hiiau sebagaimana dimaksud datam pasal 6 ayat (3)huruf g dan huruf h tidak dipengaruhi oleh faktor y".rg "a"p"i
menambah nilai perolehal hak atas tanah.

"B-

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

{1} Peta ZNT wajib dimanfaat}an dalam
transaksi perolehal hak
ditetapkan ZNT.

(t) !a111 ha1 terjadinya perolehan hak atas tanah pada setiapsimbol warna dalam peta ZNT merupakan nilai yang behl;
dikenakan pengurangan NJOmKp.

(2) Besarnya_nilai pengurangan NJOpTKp terhadap perolehan hak
atas tanah berpedoman pada peratura., p..,.r.du..rg_undangan.

peiraergF.AiffiNvpcTA zNr

Faktor pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sampai
dengan Pasal 13 simbol wama mempengaruhi nilai dan aLupenggunaan taoah terhadap perolehan hak atas tanah masing_
masing kecamatan yang telah ditetapkan ZNT.

setiap terjadinya
atas tanah dalam wiiayah yang telah

(2) Geusyiek dalam mengeluarkan surat keterangan perolehan
hak atas tanah mempedomani peta ZNT.

(3) Camat selaku Pejabat pembuat Akta Tanah Sementara
(PPATS), Notaris/pejabat pembauat Akra Tanah (ppAT) dal;
mengeluarkan alrta perolehan hak atas tanah mempedomani
Peta ZNT.

(4) Kantor Pertanahan dalam mengeluarkan serti{lkat perolehan
hak atas tanah mempedomani peta ZNT dan berktordinasi
dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pemerintahan bidang keuangan daerah.

Pasal 17

(1) SKPK yang membidangi urusan pemerintahan bidang
keuangan daerah melakukan koordinasi dan supervisi dengai
pejabat yang diberi kewenangan mengeluarkan akta autentikatas tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang_
undangan dalam pemanfaatan peta ZNT.

{2) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (l} sesuai tugas dan
fungsinya dalam mengeluarkan Surat Setoran pajak -Daerah
(SSPD-BPHTB) mempedomani peta nilai ZNT *U*gai d";.diterbitkan SS PD-BPHTB.

Pasal 18

Badan dan orang pribadi sebagai subyek perolehan hak ataswajib menggunakan/memanfaaikan^ peta ZNT dalam
melakukan transaksi perolehan hak atas tanah.
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Pasal 19

(1) Dalam menerbitkan akta jual beli atau bentuk lain yangberkaitan dengan tanah, agar memanfaatkan 'd;
menggunakan Peta ZNT sebagaimana dimaksud dalam pasal
16 dan Pasal 17 sebagai dasar pengenaan BpHTB bukan
NJOP.

(Z) Jgrhadgn Gampong dalam wilayah Kecamatan -vang belum
ditetapkan Peta ZNT penerbitan akta jual beli atau ben"tuf< lainyang berkaitan dengan tanah, dasar pengenaan BpHTB tetap
menggunakan Nilai perolehan Objek pajah (NpOp).

*rBtH^Iio*
Pasal 20

(1) Badan ata.u orang pribadi dapat mengajukan keberatan
terhadap nilai tanah sebagai obyik peralihln hak atas tanah
dalam wilayah yang telah ditetapkan 2NT.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l|
diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKpli t;;membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan daerah. -

(3) Surat keberatan paling sedikit memuat:
a. surat keberatan disertai alasan, diberi materai dan

ditandatangani oleh pemohon ;
b. fotocopy Kartu Tanda penduduk pemohon
c. Nomor pokok wajib pajak; dan
d. objek tanah keberatan dalan wilayah ZNT;

(a) Dalam hal pemohon tidak dapat bertindak atas dirinya sendiri
pemohon dapat memberikan kuasa kepada pihak lain aengan
surat kuasa khusus.

Pasal 2l
(1) surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ditindaklanjuti oleh tim penanganan keberatan.
(2) Tim penanganan keberatan sebagai66ls dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari;
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten yang membidangi urusan pemerintahan bidang

keuangan;
c. Kepala SKPK yang membidangi urusan pemerintahan di

bidang keuangan daerah;
d. Unsur kantor pertanahan;
e. Kepala Dinas pertarrahan;
f. Kepala Bagian Hukum; dan
g. Unsur instansi teknis sesuai kebutuhan.

(3) Im penanganan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mempunyai tugas;
a. mempelqjari isi keberatan permohonan pemohon;
b. meninjau lokasi objek yang dimohon keberatan;dan
c. membuat perlimbangan berdasarkan hasil penelitian dan

pengkajian keberatan.
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(4) Untuk membantu tugas tim penanganan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat 1S1 aibentuk sekretariat tim.

(5) Tim penanganan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayatl+;
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22
(1) Bu-p1ti dalam jangka waktu GO (tiga puluh) hari kalender

terhitung_ ryjal< tangsaf diterima surat kjberatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2O ayat (2) Bupati memberi kepitusan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
menerima seluruhnya, menerlma sebagian atau menolak.

(3) Apabila jangka waktu sebagajm:na dimaksud pada ayat {1}telah terlampaui dan Keputusan belum diterbitkan, peniaju#
keberatan dian€gap dikabulkan dan diterbitkan BpHTB sJsuai
permohonan wajib pajak.

(4) Keputusan sebagaimana. dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
berdasarkan hasil penelitian lapangan.

(5) Penelitian ss$agai64na dimaksud pada ayat (a) dilakukan
berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam
laporan hasil penelitian.
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BAB VII
PENAMBAHAN DAN PEMBAHARUAN ZNT

BAgian Kesatu
Penambahan

Pasal 23

(1) Pe.nambahan wilayah deliniasi peta ZNT dilakukan terhadap
wilayah yang belum ditet"pkan ZNT.

(2) Penambahan wilayah deliniasi peta ZNT sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dilakukan berdasarkal kemimpuan
keuangan daerah dan kerjasama dengan kantor pertanalian
nasional.

".*f,lffi"I?# r,.,,
Pasal 24

(1) Peta ZNT dapat dilakukan pembaharuan setiap 2 (dua) tahun
sekali atau paling tama 3 (tiga) tahun.

(2) Pembaharuan Peta ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhadap wilayah lang telah ditetapkan ZNT a..rg;
prtimbangan sebagai berikut:
a. terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat;
b. adanya pertumbuhan penduduk iebih cepat;
c. meningkatnya Daya beli masyarakat;
d. kebutuhan lahan semakin meningkat;
e. semakin pesat pertumbuhan infrastruktur baik pemerintah

atau masyarakat;

kail;



Pasal 25
Dalam melakukan pembaharuan peta ZNT pemerintah Kabupatenmelakukan koordinasi dengan pemerintah pusat lKementerian
Agraria dan Tata RuanglBadan pertanahan Nasional) melalui
Kentor Wila]'ah Badan pertanahan Nasional provinsi.

I !-

BAB VIiI
PEMBIAYAAN

Pasal 26
Segala bia.va -vang diperlukan dalam pelaksanaan peratu ranBupati Ini dibebankan pada Anggran pindapatan rlan BelanjaNegara dan Anggaran pendapatan Dan Belan-ia KabuDaten Ac;h
Utara.

KETENTLTN Jf*or,*o.
Pasal 27

(l) Terhadap perolehan hak atas tanah yang sedang dalam proses
peralihan hak sebelum peraturan bupati ini muhi Grhku
din-y atakan tetap berlaku dan dilaksanakan sampai dengan di
terbitkan hak baru.

i2) Terhadap preroleh an hd.- at-as tanah ].ang aka:: dilakukan
proses peralihan hak, Lrerpedoman pa.da perituran bupati ini

KErENrBifi X"rrru,
Pasa! 28

kraturan Bupati ini mulai berlak u pada anggal diundangkan.

Agar setiap oran g men getah u i n1.a, memerin tahkan pen gu ndangan
P€raturan Bupati ini dengan penempatann_va dal,am Berita Oaeiatr
i{abupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tangga uli 2024M

II Muharram 1446 H

TI A(_' F'H I ITA PA

.>r-
R

Diundangkan d! t hoksukon
pada unggal t7J ul i 2024 M

i I Muharram 1446H
RIS DAER,AH
CEII UTARA,

i,BAR

I l7J

E9
t

tsL]BITA DAF]RA!] ABI.IPATEN ACtsH LIT.AR.A- TA,HI-IN 202.1 NOMOR EI

?
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR Al TAHUN2O24

TENTANG

ZONA NILAI TANAH DI KABUPATEN ACEH UTARA
I. UMUM

Berbagai upaya pemerintah kabupaten aceh utara dalam meningkatkan
sumber pendapatan asli daerah diperlukan Langkah-langk.h 

"?;;G]rntuk ...eel+yngn pembgngunan yang beikesimanlu"c." ;;berkeadilan hal ini dipengaruhi oleh semakin-berkurangnya a"r-" t """Ldaerah dari pemerintah 
-',usat kepada pemerintah -t 

"U,rp"t.r, ,t iU"tpenerimaan negara semakin menurun sehingga berdampaii il;";;;perubahan disegala sektor pembangunan di Katupaten Aceh Utara. 
-

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayais€mua sektor pembangunan yang bersumber dari pa;"t gu;i-aa.
Bangunan khusunya_ urusan pemirintahan bidang p"rt^"ufr* a.rrg.r,
cara memberi zona nilai pada setiap wilayah kecamatan.
Beberapa kebijakan gemerintah pusat dan daerah yang diberrakukan
dalam upaya menumbuhkan per-konomian sebagaimani di"d;;"-
Undang Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan KeuanganAntara Pemerintah pusat dan pemerintahin oaerlh p.."tr."r,
Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Buka] pajak yang Berlaku pada Kementerian ngraria
dan Tata Ruang/ Badan petanahan Nasional dan eanun r"t"p"i""1""n
Utara Nomor l rahun 2024 tentang pajak Kabupaten dan ietrfuuri
Kabupaten.

Zona nilai tanah merupakan Langkah strategis pemerintah kabupatenaceh utara dalam meninqBtkp pendapatan asri daerah aisariping
retribusi dan sektor-sektor lain, kebijakan ini diambil dikarenakan sei<torpemerimaan daerah lainnya semakin menurun.

II, PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang ditetapkan 10 (sepuluh) Kecamatan dalam ZNT
adalah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
yang tersedia

Ayat (3)
Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan setelah dikurangi Kawasan hutan adalah
wilayah tertentu yang bukan merupakan kewenangan pemerintah
Kabupaten karena kawasan hutan dimaksud ditet Fkan oleh

02

Pasal 5

hA
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pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan
tetap seperti hutan lindung dan hutan produksi,

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan Simbol wama adalah
pemberian batas garis zona untuk menentukan batas
nilai atau harga tanah antara pada simbol warna yaitu:

a. merah tua dengan nilai Rp. 2.000.001; keatas
b. merah dengan nilai Rp. 1.5O0.O01; sampai dengan

Rp.2.OOO.OO0;
c. orange dengan nilai Rp.1.000.001; sampai

dengan Rp. 1.50O.OOO;
d. kuning dengan nilai Rp.500,001; sampai dengan

Rp. 1.OOO.0OO;
e. kuning kehljauan dengan nilai Rp. lOO.OOl;

sampai dengan Rp. 500.000
f. hijau muda dengan nilai Rp, 50.001; sampai

dengan Rp. 1O0.OOO;
g. hijau dengan nilai Rp.1O.O01; sampai dengan

Rp.5O,0OO;
h. hijau tua dan kurang dari Rp. 10.000;

Ayat (4)
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas
10
Cukup Jelas

t1
Cukup Jelas

t2
Cukup Jelas

13
Yang dimaksud perolehan Hak atas tanah adatah perbuatan
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak
atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan
seperti:
a. pemindahan hak karena:

jual beli;
tukar'menukar;
hibah;
hibah wasiat;
waris;
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
penunjukan pembeli dalam lelang;
pclaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan
hukum tetap;

I
2
3
4
5
6
7
8
9

I0. penggabun gan us.aha;

k^ il,t
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I 1. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah

b. pemberian hak baru karena :

l. kelanjutan pelepasan hak;
2. di luar pelepasan hak.

c. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi :1. hak milik;
2. hak guna usaha;
3. hak guna bangunan;
4. hakpakai;
5. hak milik atas satuan rumah susun; dan6. hak pengelolaan.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Pasa1 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 2 1

Cukup Jelas
PasoJ 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 25

Cukup Jelas
Pasal 26

Cukup Jelas
Pas.l 27

Cukup Jelas
Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR /5i8

kb A,t


